SALINAN

BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR: 4 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJM DAERAH)
KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2013-2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI PROBOLINGGO,

a. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMDaerah)
Tahun 2016, khususnya dengan adanya perubahan sasaran
makro Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015-2019 serta diberlakukannya Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 yang berimplikasi pada perubahan struktur
kelembagaan daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian
terhadap sasaran tahunan dan target pencapaian sasaran
sampai dengan akhir periode perencanaan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 07
Tahun 2013 tentangRencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Probolinggo
Tahun 2013-2018 dengan Peraturan Daerah.

Pasal 18 ayat (6) Undang-UndangDasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400) ;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4721);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan
Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5107);



17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa
Timur 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2011-2031;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur

Nomor 1 Tahun 2017;



26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 10
Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Probolinggo;

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 08
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Probolinggo
Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 13
Tahun 2008 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam
Perencanaan Pembangunan Daerah;

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo
Tahun 2009-2028;

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12
Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Pasuruan Tahun 2009-2029;

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Probolinggo Tahun 2010-2029;

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 01
Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah
Kabupaten Probolinggo;

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Situbondo
Tahun 2008-2028;

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2013
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang
Tahun 2012-2032;

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07
Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Probolinggo
Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo
Tahun 2013 Nomor 7 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016-2021;



37.Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo
Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);

38. Peraturan Daerah  Kabupaten Probolinggo Nomor 1
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Probolinggo (Lembaran Daerah Kabupaten

Probolinggo Tahun 2017 Nomor 1 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
dan

BUPATI PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2013 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJM DAERAH) KABUPATEN PROBOLINGGO
TAHUN 2013-2018.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07
Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMDaerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah
KabupatenProbolinggoTahun 2013 Nomor 7) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :
Pasal 1
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati, adalah Bupati Probolinggo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo.



10.

11.

12.

13.

.Badan Perencanaa Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat

BAPPEDA, adalah BAPPEDA Kabupaten Probolinggo.

. Perangkat Daerah, adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam

penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya

disingkat RPJM Nasional, adalah dokumen perencanaan Nasional untuk

periode S (lima) tahun.

. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat

RPJP Daerah, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua

puluh) tahun.

.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya

disingkat RPJM Daerah, adalah dokumen perencanaan daerah untuk
periode S (lima) tahun.

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah
penyesuaian terhadap sasaran tahunan dan target pencapaian sasaran
sampai dengan akhir periode perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07
Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMDaerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2013-2018.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra
Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode S (lima) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah
dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat
Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk

periode 1 (satu) tahun.

Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2A sehingga

berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2A

Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2013

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMDaerah)

Kabupaten Probolinggo Tahun 2013-2018, berkenaan dengan sasaran tahunan

dan target pencapaian sasaran sampai dengan akhir periode perencanaan

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Ketentuan Pasal 4 dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Dihapus



4. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 8A sehingga
berbunyi sebagai berikut :
Pasal 8A
Perubahan sasaran dan target tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 A
harus ditindaklanjuti dengan penyusunan perubahan Renstra Perangkat

Daerah terkait.

Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Probolinggo. n
Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 26 Oktober 2017
BUPATI PROBOLINGGO
ttd
Hj. P. TANTRIANA SARI, SE
Diundangkan di Probolinggo

Pada tanggal 27 Oktober 2017
SEKRETARIS DAERAH
ttd
SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19621225 198508 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
TAHUN 2017 NOMOR 2 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR 352-4/2017

Salinan sesuai dengan aslinya :
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi

SITI MU’ALIMAH,8SH. M.Hum
Pembina Tingkat I
- NIP. 19630619 199303 2 003




II.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : 4 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJM DAERAH)
KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2013-2018

PENJELASAN UMUM

Bahwa berdasarkan hasil review dan Evaluasi terhadap Dokumen
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMDaerah) Kabupaten
Probolinggo Tahun 2013-2018 dengan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu dilakukan
perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07
Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka  Menengah
Daerah (RPJM Daerah) Tahun 2013-2018 dalam suatu Peraturan Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal I : Cukup jelas.
Pasal II : Cukup jelas.

B R R N e e R R R R e R R
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